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ABSTRAK

Wali adalah salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan.
Keberadaan wali menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, sebab walilah yang
akan mengikrarkan ijab dengan mempelai laki-laki sebagai pengganti atas anak
yang berada dibawah perwaliannya. Meskipun demikian realita yang terjadi di
Tiyuh Karta memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Kedudukan wali yang sangat
menentukan sah tidaknya suatu pernikahan justru tidak dilakukan langsung oleh
wali nasabnya, Para wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada
dibawah perwaliannya justru mewakilkan haknya kepada orang yang dianggap
lebih mampu untuk menggantikan dirinya. Biasanya orang yang ditunjuk untuk
menggantikan dirinya adalah Petugas KUA setempat.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktek yang terjadi di
masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang
Bawang Barat dapat mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu, serta
bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai wali dalam
pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
praktek yang terjadi di masyakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang barat sehingga wali nikah dapat wakilkan hak
kewaliannya kepada penghulu, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan
hukum Islam dan Hukum Positif mengenai wali dalam pernikahan. Penelitian ini
termasuk penelitian lapangan (field research), dimana data yang penulis peroleh
melalui wawancara dan dokumentasi kepada para tokoh Masyarakat dan
masyarakat sebagai pihak yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu.
kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.
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SAW: “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali”. (HR. Muslim).

'Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj 1bn Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shohih Muslim
kitab nikah juz 1, (Indonesia:Dar Al-Thya’ Al-Kutub Al-Arobiah),h.584.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Judul skripsi ini adalah “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN

HUKUM POSITIF TERHADAP KEWALIAN DALAM

PERNIKAHAN (Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang

Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat), untuk menghindari dari

kesalahfahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka

penulis akan menjelaskan dan mengartikan beberapa istilah yang terdapat
dalam judul skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan)
untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan
atas bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan
pemahaman secara keseluruhan”.?

2. Pengertian Hukum Islam, “hukum Islam adalah kaidah atau aturan yang
digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam baik dari ayat al-
Qur’an, hadits Nabi SAW, pendapat Sahabat dan Tabi’in maupun
pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat

Islam”.®

2 Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, (Jakarta:
1999), h. 61.

¥ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), h.
575.



3. Pengertian Hukum Positif, adalah “hukum yang sedang berjalan atau
berlaku saat ini”.* Dalam pembahasan ini penulis menggunakan UU
No.1 Tahun 1974.

4. Pengertian Perwalian, “wali dalam pernikahan adalah orang yang
berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila ia
(wali) sanggup bertindak sebagai wali. dan apabila karena suatu hal ia
tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah
kepada orang lain”.”

5. Pengertian pernikahan, “pernikahan adalah sebuah ungkapan atau

sebutan sebuah akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih

kenikmata (sekual) semata-mata.

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis hukum islam
dan hukum positif terhadap perwalian akad nikah yang di wakilkan
kepada penghulu adalah sekumpulan aktivitas dan proses merangkum
sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat
diinterpretasikan mengenai perwalian akad nikah yang di wakilkan

kepada penghulu.

B. Alasan Memilih Judul
Alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Secara objektif, permasalahan ini layak untuk di teliti karena yang
terjadi dalam masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik

Kabupaten Tulang Bawang Barat perwalian akad Nikah justru

4 WWW.Pengertian Hukum Positif.Com di Akses Pada 20 Januari 2017 Pukul 19:59

WIB
® Dedi Supriyadi, Figh Munakahat Perbandingan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009,
him. 32.


http://www.pengertian/

diwakilkan kepada petugas kepenghuluan, sedangkan wali nasab dari
calon pengantin perempuan masih ada atau masih hidup.

2. Secara Subjektif, aspek bahasan judul ini merupakan salah satu disiplin
ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan Ahwal Al
syakhshiyah (AS) fakultas syariah dan Hukum Universitas islam Negeri
Raden Intan dan literatur yang diperlukan tersedia di ruangan
perpustakaan serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang
hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

C. Latar Belakang Masalah
Nikah menurut etimologi yaitu mengumpulkan, sedangkan
menurut terminologi yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-
rukunnya serta syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. ®

Nikah menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya

membentuk keluarga dengan lawan jenis. ’

Sedangkan menurut istilah hukum islam, Abu Yahya Zakariya Al-
Anshary mendefinisakan:

F

o o f A PR ;&/.:/ui/ UL ¢
.gfjsc&,g%&bngwwﬁuﬂc&m

Artinya: “nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung
ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz

nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”
Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang plaing utama dalam
masyarakat yang sempurna. Karakteristik dari islam bahwa setiap ada

perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan syariatnya

® Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta:Kencana Prenada Media
Group,2003),h.7.
7 - -
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarat:Balai Pustaka,1989),h.1007



(tata cara dan pelaksanaannya). Nikah merupakan perintah Allah SWT
untuk seluruh hamba-Nya tanpa terkecuali dan telah menjadi sunnah
Rasul-Nya. Sebelum melakukan pernikahan ada rukun dan syarat
pernikahan dan salah satunya adalah adanya wali dari calon mempelai
wanita.?

Dalam penjelasan yang telah penulis paparkan bahwasannya
menikah harus ada wali, dan menurut Imam Malik dan Ahmad ayah dan
kakek itu lebih utama untuk menjadi wali dalam pernikhan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Bagarah ayat 232:

of G shiazd S8 Jals T 3l L0l 2l 135
(232:8 &y...

Artinya: “apabila kamu meletakkan istri-istrimu, lalu habis
‘iddahnya, maka janganlah kamu para wali
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya”. (QS Al-Bagarah:232)°

Rosulullah Saw bersabda:
(e 31 8155 10:;ﬁtf\ Y
“Tidak sah perkawinan tanpa wali ”
Dalam Kompilasi Hukum Islam juga perwalian dibagi menjadi
empat yaitu: wali nasab, wali hakim, wali muhakkam, dan wali mujbir.
Namun yang terjadi di dalam masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan
Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak sedikit para

wali yang memilih untuk mewakilkan hak kewalinnya kepada petugas

® Nasruddin, Figh Munakahat, (Bnadar Lampung: CV. Team Ms Barokah, 2015), h. 4.
9 -
Ibid,h.29.
1% Imam Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi kitab nikah No. 1101, (Indonesia:Dar Al-Thya’ Al-
Kutub Al-Arobiah),h.583.



kepenghuluan. Hal ini karena kurangnya pemahaman masyarakat Tiyuh
Karta tentang kedudukan wali nasab atau wali nasab lah yang lebih berhak
untuk menjadi wali nikah anaknya.

Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tidak sedikit yang mewakilkan akad
nikah anaknya kepada penghulu, sedangkan wali nasabnya masih hidup
dan tidak ada yang menghalanginya untuk menjadi wali nikah pada saat
pelaksaan akad nikah. Adapun wali yang bertindak langsung presentasinya
lenih sedikit dibandingkan dengan wali yang mewakilkan kepada
penghulu.

Melalui judul skripsi ini penulis ingin mengetahui bagaimana
hukum Islam dan hukum positif mengatur masalah perwalian dalam akad
nikah, dalam penelitian ini apakah boleh mewakilkan perwalian nikah
kepada penghulu sedangkan walinya masih ada dan masih hidup serta
tidak ada yang menghalangi kewaliannya.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka perrumusan masalah yang
peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek perwalian di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap
Pelaksanaan perwalian di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik

Kabupaten Tulang Bawang Barat?



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perwalian di Tiyuh karta
Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tlang Bawang Barat,

2. Untuk mengetahui bagaimana analisi hukum Islam dan hukum positif
terhadap pelaksanaan perwalian di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai
kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan
dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para
mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum maupun masyarakat serta
berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan
dengan Figh Islam.

2. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian
Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode
untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa
data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian



Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian
lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan
dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Mengingat penelitian ini
adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data, menggali
data-data dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini yaitu Tiyuh
Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang
Barat data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang
diambil dari masyarakat yang menyerahkan hak perwalian kepada
petugas kepenghuluan.™
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian
yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai
subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji

hipotesis.*?

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini,

maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

a.

Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk
dokumen kemudian diolah oleh peneliti.** Sumber data primer dalam
penelitian ini adalah dengan melakukan langsung wawancara dengan

masyarakat yang bersangkutan yaitu masyarakat Tiyuh Karta yang

h. 105.

! Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi riset Sosial, Mundur Maju, 1990, h. 33.
12 Zainudin Ali, Metode Penelitian hukum, Grafik Grafika, cetakan ketiga, Jakarta, 2011,

31bid, h.106.



bertindak langsung menjadi wali dan wali yang mewakilkan kepada
penghulu.

b. Sumber Data Skunder, yaitu data yang menjelaskan sumber hukum
primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.**
Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku
literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam skripsi ini
penulis menggunakan buku-buku seperti Figh Munakahat, Bidayatul
Mujtahid, kitab-kitab Hadist seperti hadist Bukhari dan Muslim,
Hukum Perkawinan Islam, Undang-undang No Tahun 1974, dan
Peraturan Mentri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

3. Metode Pengumpulan Data
Didalam penelitian, lazimnya di kenal paling sedikit tiga jenis
alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Mengingat
penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini
pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah dan sebagainya.’ Kaitannya dengan skripsi ini yaitu yang
berkaitan dengan pernikahan dan perwalian dalam permikahan serta
peraturan  perundangan-undangan yang mengatur mengenai

perwalian dalam pernikahan.

“Ibid, h. 107.
1> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1999), h. 206.



b. Metode interview, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua
orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang
dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah
terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan
demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable
dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.'® Dalam hal ini
yang menjadi titik acuan dalam interview mengenai perwalian dalam
pernikahan, yaitu mengenai wali yang bertindak langsung sebagai
wali dan wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah suatu kelompok individu yang memiliki
karakteristik yang sama atau relatif serupa. Populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdari dari objek atau subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini
penulis mengambil populasi dalam pernikahan pada tahun 2016
untuk dijadikan populasi dalam penelitian ini. Dalam tahun 2016
telah terjadi 31 pernikahan.

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya
karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang

18 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi
UGM, 1986), jilid I, h. 217.



dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan
untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus
betul-betul representatif (mewakili). Dan sampel penelitian yang
diambil adalah 31 orang yang melakukan pernikahan pada tahun
2016.
5. Metode pengolahan dan Analisis Data
a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah
data tersebut dengan menggunakan langka-langka sebagai berikut :
1) Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-
bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup
baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan berikutnya.

2) Sistematizing atau sistematisasi.

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika
bahasan berdasarkan urutan masalah.*’ Yang di maksud dalam hal
ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah
diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

b. Metode Analisa Data
Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.*®Dalam

analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif,

1" Suharsimi Arikunto, Op. Cit.H.29.
18 Lexy Moleong, Metode penelitian kualitatif ( Bandung : PT. Remaja Roskakarya,
2000), h. 2.



yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-
peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang
khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.®
Dengan analisis secara kualitatif ini diperolen gambaran yang jelas
mengenai penyebab diserahkannya perwalian akad nikah kepada
kepenghuluan. Yang terjadi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, banyak para wali
yang menikahkan anaknya dan memilih mewakilkan hak
kewaliannya kepada penghulu, adapun wali yang bertindak langsung
sebagai wali ketika akad presentasinya lebin sedikit dibandingkn
dengan yang mewakilkan kepada penghulu.sedangkan dalam hukum
Islam dan hukum Positif yang berkah menjadi wali adalah Ayah dari
calon mempelai wanita, adapun kebolehan untuk diwakilkan kepada
orang lain apabila terdapat alasan atau fakor penyebab yang dapat

dibenarakan oleh kedua hukum tersebut.

19 sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Penerbit Fakultas Psikologi UGM,
Yogyakarta, 1983, h. 80.



BAB 11
LANDASAN TEORI
A. Pengertian pernikahan

Dalam bahasa indonesia perkawinan berasal dari kata ‘“kawin”
yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan sering disebut juga
“pernikahan”, berasal dari kata nikah (z'<3) yang menurut bahasa artinya
mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata
“nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad
nikah.?

Sedangkan menurut istilah hukum islam, Abu Yahya Zakariya Al-

Anshary mendefinisikan:

° ~ -
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Artinya: “nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung
ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz

nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.*
Menurut sebagian ulama Hanafiah,”’nikah adalah akad yang
memberikan faedah (mengaki batkan) kepemilikan untuk bersenang-
senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita,
terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut

sebagian Mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau

titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih

2 |pnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugqtashid, (Bandung:Trigendia
Karya,1997),h.351.

2l " Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta:Kencana Prenada Media
Group,2003),h.7.



kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iah, “nikah
dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh
dengan menggunakan redaksi (lafal) inkan atau tazwij, atau turunan
makna dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah
dengan ‘“akad (yang dilakukan dengan) kata inkan tau tazwij guna
mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.?

Masih dalam kaitannya dengan definisi pernikahan dapat juga
dilihat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwasannya “pernikahan
itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga),
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.?

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-
tumbuhan. Ini adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai
jalan untuk makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan
kehidupannya.?*

Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam lembaga

yang berbentuk keluarga diatur dalam syariat islam sebagai bentuk aturan

demi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan akan didapat jika manusia

22 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada,2005),h.45.

28 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:Bumi Aksara,1996),h.2.

2% Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,
(Jakarta:Rajawali Pers,2013),h.6.



mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21:

2 e T /a/Q}J’/w//-:E’ﬂ 2 e }////,i~ P
e ~ . - [l P e . -
@J&})%J‘M&))‘M‘wﬁ&u‘gﬁlgwj

G Z

w - }{/// a:‘ e 7 ,{ /’//:/
(21:2500) ojﬁbg{}q%iig@;@@ de>9b

N\§
N\

S5

Artinya: “Dan diantra tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”. (QS. Ar-rum:21)%

Menikah merupakan sunnaturrasul yang dasarnya terdapat dalam
kitabullah dan sunnaturrasul. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat
49:
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Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah”.(QS. Adz-Dzariyat:49)%

Rasulullah SAW bersabda:
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Artinya: “wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu

berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukan
pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya,(Jakarta:CV
Dar Al-Sunnah 2010),h.407.

?® |bid,h.417

2 As Syekh Al Allamah Al Imam Muhammad bin Ismail bin Kahlani, Subulus
Salam,(Bandung:Diponogoro,t.t),h.169.



mampu  hendaknya ia  berpuasa, sebab ia dapat
mengendalikanmu”.

Dari ayat dan hadits diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum
nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut hukum

melakukan pernikahan sesuai dengan keadaan pelakunya:

1. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib
Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta
takut terjerumus dalam perzinahan, maka yang demikian ini adalah
wajib untuk melakukan pernikahan. Ulama Malikiyah mengatakan
bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukai dan takut dirinya
akan terjerumus kedalam perzinahan manakala ia tidak menikah,
sedangkan ia berpuasa tidak sanggup. Ulama Malikiyah memberikan
kriteria tentang wajibnya menikah:
a. Apabila takut dirinya akan terjerumus kedalam lembah perzinahan.
b. Untuk mengekang tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tapi
tidak mampu mengekang nafsu.
Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya
wajib bagi seseorang dengan syarat:
a. Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus kelembah perzinahan.
b. Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
c¢. Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.?®
2. Melakukan pernikahan yang hukumnya Sunnah
Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu

mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya

%8 Nasruddin, Figh Munakahat, (Bandar Lampung:CV.TeamBarokah,2015),h.18.



adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran
Al-Quran seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan Hadits Nabi
yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud yang
dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap
perkawinan.?®

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak meninginkannya karena tidak mampu
memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya
serta nafsunya tidak memdesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa
apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka hukum menikah adalah
haram baginya.

Al-Qurtuby berkata,”bila seorang laki-laki tidak mampu
menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu
memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan
keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu
memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia
menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib
menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak terpitu
olehnya.”

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya Makruh
Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah

syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun

2 Abdul Rahman Ghozali,Op.cit, h.20.



tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan
syahwat yang kuat.

Para ulama Malikiyah mengatakan “bahwa menikah itu
hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memliki keinginan dan
takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya”.30
Adapun dari para ulama As-Syafi’iyah mengatakan “bahwa menikah itu
hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran
tidak mampu memberikan kewajibannya kepada istri”. 3

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya,
tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan
apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan
orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan
dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga
sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara
pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga
menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti
mempunyai  Kkeinginan tetapi belum mempunyai kemampuan,

mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai

kemauan yang kuat.

%0 Abdul Wahab Khalaf,1lmu Ushul Figh,(Beirut:Dar Al-Fikr,1986),h.294.
%t Abdurrahman Al-Jaziri,Kitab al-Figh ‘ala Madzahib Al-arba’ah,(Mesir:Dar Al-
Fikr,t.t),h.379.



B. Rukun dan Syarat Pernikahan
1. Rukun Pernikahan
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau
tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu. Seperti adanya calon pengantin laki-laki dan
perempuan dalam perkawinan.*
Rukun perkawinan ada lima diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Calon mengantin laki-laki

b. Calon pengantin perempuan

o

. Adanya wali dari calon pengantin perempuan

o

. Adanya dua orang saki

|.33

D

. ljab dan gabu
2. Syarat Pernikahan
Syarat pernikahan berkaitan erat dengan rukun-rukun nikah
yang telah penulis kemukakan di atas. Adapun syarat-syarat pernikahan
adalah sebagai berikut:
a. Syarat untuk mempelai laki-laki
1) Tidak ada hubungan mahram dengan calon mempelai wanita
2) Kemauan sediri (merdeka)
3) Jelas identitasnya

4) Tidak sedang manjalankan ihram

%2 Mohammad Rusfi, Membangun Keluarga Harmonis dalam Perspektif Syekh Abdul
gadir Jailani, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan
Lampung, 2014), h. 24.

% Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta:Pustaka Amani,2011),h.69.



b. Syarat untuk mempelai wanita
1) Tidak ada halangan syar’i
2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah
3) Tidak ada hubungan mahram
4) Tidak dalam keadaan iddah
5) Kemauan sendiri (merdeka)
6) Jelas identitasnya
7) Tidak sedang menjalankan ihram.

C. Wakalah dalam Pernikahan

Wakalah atau wakilah secara bahasa artinya penyerahan. Jika anda
mengatakan wakkaltu amri ilallaah, maknanya adalah “ku serahkan
urusanku kepada Allah”. Sedangkan secara istilah berarti perwakilan dari
seorang yang boleh bertransaksi terhadap semisalnya, dalam hal-hal yang
bisa diwakilkan.®* dengan kata lain bahwa seseorang melakukan wakalah
bila ia mewakilkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang memang bisa
diwakilkan. Dan orang yang mewakilkan tergolong kedalam orang yang
memiliki kriteria baligh, berakal sehat, dan bijak.

Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan
kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai
penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).

Menurut Sayyid Sabig, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh

seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

% Syaikh Shaleh Bin fauzan Bin ‘Abdullah Al-Fauzan, Mulakhkhas Fighi Panduan Figh
Lengkap,(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir,2010),h.137.



Menurut Ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang
mewakilkan dirinya kepada seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan
yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan
pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan
setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

Menurut Ulama Syafi’iah, mengatakan wakalah adalah suatu
ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian suatu oleh seseorang
kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh
dikuasakan atas nama pemberi kuasa.*

Menurut Hanafiyah, sah mewakilkan dalam akad perkawinan dari
pihak laki-laki maupun dengan pihak perempuan dengan orang lain,
walaupun bukan walinya dengan syarat pihak laki-laki dan pihak
perempuan memiliki kecakapan yang sempurna yakni berakal, baligh, dan
merdeka. Kebolehan perempuan mewakilkan dirinya dalam akad
perkawinan dengan selain walinya menurut Hanafiyah karena ia memiliki
hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali.

Wakalah hukumnya boleh menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan

[jma’. Allah SWT berfirman, dalam surat Al-Kahfi:19:

(1950 BT ) ceden 1535 em 2115000

Artinya: “...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk
pergi ke kota... "%

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman :

(55:caw f)uoj;\ﬁ L/y;\;,;- L;L/c u:.\;.;T UL";

% Zakiah Darajat, Ilmu Figh,(Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf,1995),h.302.
% 1bid.h.236.



Artinya: “berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara
(Mesir)...”

Kedua ayat tersebut menjadi dalil diperbolehkannya wakalah.
Dalam ayat yang pertaman menjelaskan bahwa ayat tersebut
mengandung anjuran agar salah satu dari mereka diutus untuk kekota ,
dan mewakili mereka dalam suatu urusan. Dan pada ayat yang kedua
menjelaskan bahwa diperbolehkannya wakalah karena Nabi Yusuf yang
Mas’hum  meminta untuk diangkat sebagai bendaharawan. Dan ini
termasuk permohonan mewakili suatu pekerjaan.

Selain ayat diatas ada sebuah hadist yang menjadi dasar atau
landasan dibolehkannya wakalah, terutama wakalah pernikahan.

Artinya:”’bahwa Rosulullah SAW mewakilkan Abu Rafai dan
seoran Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-
Harists”.(HR.Tirmidzi)

Wakalah dapat diucapkan dengan setiap ucapan yang artinya
memberikan izin, misalkan :”lakukan ini ....” atau “engkau saya izinkan
melakukan itu...”.

Untuk dapat mekakukan , maka harus terpenuhi Rukun dan syarat
wakalah. Menurut kelompok Hanafiah, rukun wakalah itu hanya ijab dan
gabul. Ijab merupakan suatu pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak
yang diberikuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan suatu lafaz
tertentu. Akan tetapi Jumhur Ulama berbeda pendapat dalam hal ini,
mereka berpandangan bahwa rukun dan syarat wakalah adalah sebagai

berikut:



1. Orang yang mewakilakn (Al-Muwakkil)

a) Seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa disyaratkan
memiliki hak untuk mewakilkan pada bidang-bidang yang
didelegasikannya. Oleh karena itu seseorang itu tidak akan sah ika
mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.

b) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya,
disis lain juga dituntun supaya pemberi kuasa itu sudah cakap
bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu
masih belum dewasa, orang tidak cakap atau orang gila.

2. Orang yang diwakilkan (Al-wakil)

a) Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-
aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap
hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.

b) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan
untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa.

3. Sighhat

a) Adanya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima
kuasa. Mulai dari aturan, proses akad serta proses yang mengatur
wakalah.

b) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasaian dari pemberi kuasa
kepada penerima kuasa.

¢) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk

dan atas pemberi kuasa melakukan suatu tindakan tertentu.



Wakalah sah dilakukan atas apa saja yang bisa diwakilkan yang
berkaitan dengan kebebasan manusia untuk melakukan sejumlah
transaksi dan fasakh. Dalam hal wakalah Fasakhitu seperti
mencerai, meng-khulu’, membebaskan budak dan igaalah.

Wakalah dapat menjadi batal apabila salah satu pihak
membatalkannya atau gila permanen. Wakalah juga akan batal jika

yang mewakili diberhentikan oleh yang mewakilkan.

4. Sesuatu yang dapat diwakilkan (muwakil fih), sesuatu yang dapat
diwakilkan ini dapat berupa pekerjaan atau urusan yang memang

dapat untuk diwakilkan. Sesuatu yang dapat diwakilkan ini harus

diketahui dengan jelas.*’

D. Perwalian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perwalian

Wali dalam pernikahan berarti seseorang yang berhak untuk
menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Dalam hal
ini orang yang berhak untuk menjadi wali adalah ayah, wali berarti
orang yang menolong atau orang yang mencintai.®® Dalam arti umum
perwalian yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.*
Sedangkan secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong
atau penguasa. Menurut Amin perwalian dalam literatur figh Islam
disebut dengan Al-walayah Al-wilayah seperti kata Ad-dilalah yang

secara etimologi mengandung beberapa arti yaitu cinta (al-mahabbah)

t.t,h.69

*"Imama Masbuki, qowaid Al-Fighiyah,(Jakarta:PT Raja Grafindo,2001),h.305.

% |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Juz II, dar Thya’i Al-Kutub Al-Arobiyah, Indonesia,

% Abdul Rahman Ghozali, loc.cit.,h.165



dan pertolongan (an-nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan atau
otoritas. Seperti dalam ungkapan Al-wali yakni orang yang mempunyai
kekuasaan untuk mengurus semua.*® Wali juga diartikan sebagai orang
yang karna kedudukannya berhak atau berwenang untuk melakukan
suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan
atas nama yang diwakili.**

Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian
orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus
kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang
mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang
melakukan janji nikah dengan penganti pria) atau orang yang berhak
menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Perwalian berasala
dari bahasa arab Walayah atau Wilayah yaitu hak yang diberikan oleh
syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau
perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang
diperwalikan.*

Maka secara umum wali adalah orang yang berhak atau
berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang
diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan
wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang

perempuan yang diurursinya apabila ia (wali) sanggup bertindak

“® Ibid,h.134.

*1 Muhammad Bagir Al-Habsy, Figh Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), h. 56.

2 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Bandar Lampung:Pusat
Penelitian dan Penerbitan LP2M 1AIN Raden Intan Lampung,2015),h.89.



sebagai wali. Dan apabila karena sesutau hal ia tidak dapat bertindak
sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wali mempunyai
banyak arti, antara lain :

a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban
mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);

c. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan

d. Kepala pemerintah dan sebagainya. “

Dari beberapa pengertian diatas arti-arti wali tersebut tentu saja
penggunaan nya dapat disesuaikan dengan situasai dan kondisi yang ada
pada konteks kalimat.

Atas dasar pengertian sematik, kata wali dapat dipahami bahwa
alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang berhak untuk
menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang
yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-
anaknya. Jika tidak ada ayah, barulah hak perwalian digantikan oleh
keluarga dekatnya dari pihak ayah dan seterusnya.

Adapun yang dimaksud dengan wali dalam pembahasan ini adalah
wali dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak
atau berwenang untuk menikahkan soerang perempuan yang diasuhnya

atau yang telah di urusnya.

“1bid,h.89.



2. Dasar Hukum Perwalian
Banyak sekali ayat Al-Qur’an maupun As-Sunah yang menjadi
dasar hukum tentang perwalian. Dalam pembahasan ini akan di paparkan
beberapa ayat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah menyangkut dasar
hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita

yang hendak menikah. Seperti dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32:
S ~— A s PR A A £
L5 S50le e il S50 (e 1525005
o s - 8 /m‘/ﬁ 5 L (R I A

(32:)}55),,4; =X Ay calas oAbl C@.}q;b&.ﬁ lyji.".g/l

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.(QS. An-
Nur:32)*

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban bagi mereka
yang masih sendiri dan telah layak untuk menikah, dan apabila mereka
miskin maka Allah akan menolong mereka. Tetapi dalam hal ini imam
jumhur ulama melarang untuk menikahkan orang-orang musyrik
terhadap orang mukmin. Larangan tersebut terdapat pada firman Allah

dalam Surat Al-Bagoroh ayat 221
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Artinya :

“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang
mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia
menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih
baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.
mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke
surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah
menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)
kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran”.(QS.Al-Bagarah:221)*

Surat Al-Bagoroh ayat 232:
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Artinya

:“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang
beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu
lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang
kamu tidak mengetahui”.(QS. Al-Baagarah:232)*°

Ayat diatas itu menujukan tentang dalil-dalil adanya wali dalam

perkawinan.

Berikut ini akan penulis uraikan beberapa pendapat para ulama

mengenai dasar hukum perwalian.

 Ibid,h.27.
“8 Ibid,h.29.



1. Menurut Mazhab Hanafiyah
Status wali hanyalah syarat pernikahan bukan rukun pernikahan.

Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas ijab dan gabul.

Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik

perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, dapat dipahami

bahwa status wali dalam Mazhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun
sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif
atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.*’

Emapat alasan Imam hanafiyah tidak menjadikan wali sebagai
rukun dalam pernikahan diantaranya adalah:

a. Abu Hanifah dan Al-hanafiyah berhujjah dengan giyas yaitu
apabila wanita bebas dalam agad jual beli dan urusan-urusan
lainnya, maka mereka juga bebas tentang agad perkawinan
mereka. Ini karena tidak ada perbedaan antara satu akad dengan
akad yang lain. Mereka juga menggiyaskan wanita dengan lelaki
dalam mewakilkan diri sendiri setelah aqil baligh.

b. Abu Hanifah, Zufar, dan Asy Sya’bi berpendapat bahwa apabila
seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan
calon suaminya sebanding, maka pernikahannya boleh dan
dianggap sah.

c. Abu Hanifah dan Abu Yusuf justru mengatakan bahwa wanita yang
baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak

perempuannya yang belum dewasa dan dapat pula sebagai wakil

*" Dedi supriyadi, Figh Munakahat Perbandingan, (Bandung:CV Pustaka
Setia,2011),h.33.



dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin menikah dengan
laki-laki yang tidak sekufu, maka wali dapat menghalanginya.
Apabila mahar dari pernikahan itu kecil atau tidak sesuai dengan
mahar yang biasanya
d. Apabila wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya
sebagai ahli waris)dan yang ada hanya wali hakim, maka wali itu
tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah dengan
laki-laki yang tidak sekufu dan maharnya lebih rendah sekalipun.
Karena wewenang berada ditangan wanita itu sepenuhnya.
Dasar hukum yang mereka gunakan adalah surat Al-

Bagarah ayat 232
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Artinya “..maka janganlah kamu (para wali) menhalangi mereka
menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin
kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik... ”.(QS.
Al-Bagarah:232)*
2. Menurut Mazhab Malikiyah
Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa
“tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat

sahnya pernikahan”. Atas pemikiran Malik, para pengikut Imam Malik

“8 Ibid,h.29.



lebih tegas berpendapat “ wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah,
tidak sah akad nikah tanpa adalanya wali”.*®

Hadist Nabi yang dijadikan dasar hukum wali bagi Mazhab
Maliki atau pun mazhab yang menyetujuinya adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

(o B iy " ghatsy S ) 7S5
Artinya “tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang
saksi yang adil”.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Mazhab Maliki berpendapat,
jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan
dirinya berada pada wali. Sedangkan jika ia janda, hak ada pada
keduanya.

3. Meurut Mazhab Syafi’iyah
Dalam hal ini diwakili oleh Imam Tagiuddin Abi Bakar ibn
Muhammad Al-Husaini Al-Husyna Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi’i dalam
kitabnya Kifayatu Al-Akhyar fi Halli gayat Al-Ikhtisyar, dijelaskan
bahwa “wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan
kecuali dengan wali”.
Dasar hukum yang digunakan adalah Hadits yang diriwayatkan

Ibnu Hibban :

. w, s.. D1 o 282 2 . % z 2 2, oo . ¢ o7

* Dedi Supriyadi,Op.Cit,h.79.

% Imam Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi kitab nikah No. 1101, (Indonesia:Dar Al-Thya’ Al-
Kutub Al-Arobiah),h.587.

*! Ibid,h.597.



Artinya “tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dan dua orang
saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu,
maka nikahnya batil”.

4. Menurut Mazhab Hambali
Dalam memandang wali pada dasarnya sama dengan Mazhab
Malikiyah dan Syafi;iyah, ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa
wali itu sangat penting(dharuri) dalam pernikahan.

Dasar hukum yang digunakan Mazhab Hambali adalah, hadist

yang diriwayatkan oleh Aisyahr.a. :
(e B 8173y 523./&\; 65) f> e C&J\ :\
Artinya “sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil”.

Berdasarkan landasan hadits tersebut, Mazhab Hambali
menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan. la
menjadi rukun di antara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah
tidak sah baik kepada orang yang dewasa ataupun belum dewasa.>®

Selanjutnya imam-imam yang lain pun berbeda pendapat mengenai
dasar hukum perwalian, di antaranya ialah Imam Daud Dzahiry
berpendapat bahwa bagi janda wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah,
sedangkan bagi para gadis wali menjadi syarat. Menurut Imam Asy-Sya’bi
selanjutnya imam-imam yang lain berbeda pendapat mengenai dasar
hukum perwalian, diantaranya ialah Imam daud Dzahiry berpendapat
bahwa bagi janda wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan

bagi gadis wali menjadi syarat. Menurut Imam Asy-Sya’bi dan Az-Zuhry

> 1bid,h.362.
%% M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab, (Jakarta:PT.
Hidayat Karya Agung, 1996,h.69.



mereka berpendapat bahwa wali menjadi syarat kalau calon suami tidak
sekufu dengan calon istri, sebaliknya apabila calon suami sekufu dengan
calon istri maka wali tidak menjadi syarat. Sedangkan Imam Abu Tsur
berpendapat bahwa nikah sah apabila wali memberi izin dan batal apabila
wali tidak member izin.**
3. Syarat-syarat Menjadi Wali
Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak suatu pernikahan
yang dilakukan tanpa adanya wali. oleh sebab itu ada beberapa syarat
untuk dapat menjadi wali nikah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Seorang laki-laki, para ulama fikih sepakat bahwa wali nikah harus
laki-laki, maka tidak sah perwalian seorang perempuan dalam kondisi
apapun.

2. Sudah dewasa/baligh, seseorang yang akan menjadi wali nikah tersebut
sudah dianggap mampu dan layak untuk dapat menjadi wali karena
telah dianggap cakap dan mengerti tentang hukum karena perwalian
anak yang belum baligh atau anak kecil dianggap tidak sah
perwaliannya.

3. Islam, apabila seorang yang akan menjadi wali tapi bukan beragama
Islam maka ia tidak boleh menikahkan atau menjadi wali bagi
pernikahan anak gadisnya atau saudaranya yang muslimah. Allah

berfirman:

> Dahlan idhamy, Asas-Asas Figh Munakahat Hukum Keluarga Islam, Al-1khlas,
Surabaya, h. 43.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil
orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-
pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi
sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil
mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu
Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (QS.Al-Madah:51)°

£ 7
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4. Berakal sehat, jika seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak
sah perwaliannya bila menjadi wali bagi anak gadisnya, karena
dikhawatirkan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi orang
yang melangsungkan perkawinan tersebut.

5. Tidak sedang berihram, haji dan umrah, apabila seorang yang akan
menjadi wali sedang berihram maka perwaliannya dapat digantikan
dengan wali yang setara dengannya.

6. Orang yang merdeka, maka seorang budak yang belum merdeka
tidak dapat dan tidak pula sah perwaliannya bila menikahkan
anaknya atau anggota familinya, meski pun syarat yang dipenuhi.

7. Mempunyai hak perwalin, telah dijelaskan bahwa secara umum wali
mempunyai 3 macam, apabila bagi seorang wali nikah yang tidak
mempunyai hak perwalian atau tidak termasuk dalam ketiga unsur
diatas maka seorang wali tersebut tidak dapat menjadi wali.

Dalam hal ini sabda Nabi SAW :
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Artinya: “Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya. la berkata :

telah bersabda Rasulullah saw : tidak sah nikah melainkan
dengan wali”. (H.R Abu Daud).

Para ulama mazham berbeda pendapat dalam menentukan status
wali sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalam mazhab Hanafi status
wali bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan,
melainkan hanya sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya
perkawinan dengan syarat tertentu. Imam malik dan Imam Syafi’i
mempunyai pendapat sama bahwa wali adalah rukun dari sebagian
rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali.”’

Pendapat Sayid Sabig bahwa keadilan tidaklah harus ada pada
wali, karena orang fasik masih mempunyai kemampuan untuk
menikahkan. Kecuali kefasikannya itu sampai menimbulkan
keharaman®®

Hak perwalian itu terjadi karena lima hal :

1. Hubungan kerabat baik dekat (ayah, kakek, anak laki-laki) maupun
kerabat jauh (saudara seayah atau saudara seibu).

2. Hubungan pemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.

3. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak.

4. Hubungan mawali, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian

antara dua orang yang megikatkan diri untuk saling membantu

481.

*® Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Mustafa Bab Al-Halabi, ( Mesir: 1952), Jus I, h.

" Dedi Supriyadi, Op.Cit, h. 41-46.
*® Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Juz. Ill, (Kuwait: Darul Bayan, 1968), h. 11.



apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan salah
satu pidana seperti (pembunuhan).
5. Hubungan antara penguasa dan warga negarannya, seperti Kepala
Negara, Wakilnya, Hakim*
Macam-Macam Wali
Menurut Imam Syafi’i pernikahan seorang perempuan tidak sah
kecuali apabila dinikahkan oleh wali aqrab (dekat) jika tidak ada maka
dapat dinikahkan oleh wali ab’ad (jauh) jika tidak ada maka dapat di
gantikan oleh penguasa (wali hakim).*® Secara umum, wali dalam
pernikahan ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali
muhakkam, dalam hal ini akan di uraikan lebih jelas mengenai macam-
macam wali tersebut.
1. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab
dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-
orang yang terdiri dari keluarga dari calon mempelai wanita dan
mempunyai hak menjadi wali.®* Urutan-urutan wali nasab adalah
sebagai berikut :*?
a. Ayah
b. kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya keatas

c. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)

al
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ke-1V, h.80.

Ensiklopedi Hukum Islam ,( PT Ichtiyar Baru Van Heaven, Jakarta, 1997 )h.1336-

Ibid, h. 113.
Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta, Akademi Pressindo, 2003), h. 110-

Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta, PT Grafindo Persada, 2000), Cet



d. Saudara laki-laki sebapak

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke
bawah.

g. Paman (saudara dari bapak) kandung

h. Paman (saudara dari bapak) sebapak

i. Anak laki-laki paman kandung

j. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya kebawah.®®

Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang
berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau
tidak memenuhi persyaratan maka wali berpindah kepada kakek dan
apabila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah
ditentukan maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya
keatas.

Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di
antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu
didasarkan atas ‘ashabah, kecuali anak laki laki dan keluarga terdekat
lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-
laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas,
kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara laki-
laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu

kakek dari pihak ayah sampai keatas.

8 Ibid,h. 53.



Dalam Al-Mughni terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama
daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek
adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan
urutan-urutan saudara laki-laki sampai kebawah.*

Sedangkan Imam Syafi’i berpegang kepada ‘ashabah, yakni
bahwa anak laki-laki termasuk ‘ashabah seorang wanita, berdasarkan
hadits Umar r.a
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Artinya : “Dari ‘Aisyah. la berkata : Telah bersabda Rasulullah saw

;,,5eorang perempuan jika bernikah dengan tidak izin
walinya, maka nikahnya batal. (HR.Abu Daud)

Wali nasab sendiri memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk
dapat menjadi wali nikah diantaranya ialah:
a. Laki-laki
b. Beragama Islam
c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
d. Berakal
e. Merdeka dan
f. Dapat berlaku adil.*®
Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu :
a) Wali mujbir, vyaitu wali nasab yang berhak memaksakan

kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang

% Tihami Dan Sohari Sahrani, Op.Cit, H. 96.

® 1bid,h.573.

% peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departeman Agama RI Tahun 2007,h. 8.



belum dewasa (baligh) tanpa meminta ijin kepada wanita yang

bersangkutan®”. Hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan

hak ijbar. Wali yang memiliki hak ijbar ini menurut Imam Syafi’i
hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Para ulama berpendapat
bahwa wali berhak mujbir terhadap orang yang kehilangan
kemampuannya seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai
umur mummayiz, termasuk perempuan yang masih gadis.®

Wali Mujbir dapat pergunakan hak ijbar, apabila terpenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

1) Antara wali mujbir dengan calon mempelai tidak ada
permusuhan.

2) Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan wanita yang akan
dikawinkan.

3) Di antara calon mempelai wanita dengan calon suami tidak ada
permusuhan

4) Calon suami mampu membayar mas kawin.

5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya
terhadap isteri  dan tidak ada  kekhawatiran  akan
menyengsarakannya.

b) Wali nasab biasa, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai
kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa ijin/persetujuan dari

wanita yang bersangkutan.®

87 Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Islam, (t.t. : tpn, t. th) h.65.
%8 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), h.

% Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 1999, h. 53.



2. Wali Hakim
Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia,
pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Bahwa Nabi Muhammad bersabda :
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Artinya : “Maka sultanlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang
yang tidak ada walinya.” (HR.Abu Daud).

Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah.
Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun
dalam pelaksanaanya, kepala Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan
atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam
pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau,
walinya adlal.

Wali hakim dapat Dbertindak sebagai wali dalam suatu
pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam
kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali

2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya)

3. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh
perjalan yang membolehkan sholat sholat gasar yaitu 92,5 km)™

4. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai

5. Wali adhal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk

menikahkanya.

"® 1bid,h,592.
™ Di zaman modern ini walaupun jarak musafagotul qosri telah dipenuhi, namun untuk
akad nikah wali perlu di beri tahu terlebih dahulu.



6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.”

7. Tidak cukup syarat-syarat sebagai wali

8. Wali agrabnya berbelit-belit (mempersulit)

9. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria

10. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali
mujbir tidak ada.”

. Wali Muhakkam

Yang dimaksut wali muhakkam ialah, wali yang diangkat oleh
kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah
mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya
dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada
maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakkam. Ini artinya
bahwa kebolehan wali muhakkam tersebut harus terlebih dahulu
dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim
kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya
melangsungkan akad pernikahan diwilayah terjadinya peristiwa nikah
tersebut.

Dalam bukunya Ali As’ad menerangkan bahwa wali Muhakkam
adalah orang yang di dudukan atau diperlakukan selaku hakim. Dalam
kitab Fathul Mu’in dijelaskan bahwa apabila tidak didapatkan semua
wali yang disebut diatas, maka sang wanita bisa dikawinkan oleh Wali

Muhakkam yang adil serta diangkat oleh calon istri dan calon suami dan

2 Departeman Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek
peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji, Jakata: 2003, h. 34.

’® Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Op.Cit, h. 92.



diserahi urusannya untuk menikahkan antara mereka berdua, sekalipun
walau bukan mujtahid, jika tiada disitu seorang Qadli yang walaupun
bukan ahli. Kalau ada di situ Qadli yang walaupun bukan ahli, maka
disyaratkan muhakkam harus seorang Mujtahid.”

Dalam penjelasan lain seorang Wali Muhakkam Dalam keadaan
tertentu, apabila wali nasab dapat bertindak sebagai wali karena tidak
memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak bertindak
sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang
bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk
memenuhi rukun nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Jadi wali
Muhakkam adalah wali yang di tunjuk oleh mempelai untuk menjadi
wali nikah, karena tidak adanya wali-wali teresebut di atas.”” Orang
yang bisa diangkat menjadi wali muhakkam adalah orang lain yang
terpandang, disegani, luas ilmu fighnya terutama tentang munakahat,

berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.”

. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan perempuan
yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat
mereka lebih dahulu. Dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa

melihat ridho atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.”’

58.

50.

™ Ali As’ad, Terjemah Fathul Mu’in Jilid-3, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979, h. 57-
> Ahmad Azhar Basir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Ull Pers 2004), h. 49-
® M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),

h. 25.
™ Ibid., h. 101.



Adapun yang dimaksud dengan wali mujbir adalah hak
seseorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa
persetujuan yang bersangkutan, dengan adanya syarat-syarat tertentu :

a. Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia
sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita)

b. Calon suaminya sekufu dengan calon istrinya, atau ayah lebih tinggi

c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan
akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka hak ijbar
gugur, ijbar tidak harus diartikan sebagai paksaan melainkan diartikan
sebagai pengarahan.

5. Wali ‘Adlal

Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang
sudah baligh dengan pria yang sekufu.”® Apabila terjadi seperti itu,
maka perwalian langsung berpindah kepada wali hakim. Bukan kepada
wali ab’ad, karena adlal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan
sesuatu yang zalim adalah hakim. Lain halnya kalau adlal-nya karena
sebab nyata yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak sisebut adlal,
seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak kufu’, atau
menikah maharnya dibawah mitsli, atau wanita yang dipinang oleh pria

lain yang lebih pantas (kufi’) dari peminang pertamanya.”

"8 Ibid., h. 97
® Al Hamdani, Op.Cit., h. 121



E. Perwalian Menurut Hukum Positif

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum Positif atau
yang berlaku di Indonesia. Beberapa hukum Positif yang menjelaskan
tentang wali dalam pernikahan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mentri Agama No.11 Tahun
2007, Peraturan Mentri Agama No0.30 Tahun 2005 dan Pedoman Pegawai
Pencatat Nikah yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam Tahun 2004.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perwalian dijelaskan
pada pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6), dalam pasal tersebut berbunyi:®

Ayat (2)

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya.

Ayat (3)

Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orangtua
yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

Pasal (4)

Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, (Jakarta:2004),h.37-39.



mempunyai hubungan darah dala garis keturunan lurus keatas selama
mereka masih hidup dan dalam keadaan dpat menyatakan kehendaknya.

Pasal (5)

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam
daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan
atas perintah orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Pasal (6)

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Juga dijelaskan tentang wali
nikah pada pasal 19 sampai pasal 23. Bunyi pasal tersebut sebagai
berikut:*"

Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20
1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Akil dan Baligh.

81 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam,(Jakarta:Akademika Persindo,2010),h.118-119.



2. Wali nikah terdiri dari:
a. Wali nasab
b. Wali hakim

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah,
kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat
laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-
laki mereka. Ketiga,kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-
laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-
laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang
yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan
calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka
yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari
kerabat yang hanya seayah.

4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni

sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat ayah,



mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Pasal 22 berbunyi:
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenubhi
syarat-syarat wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita
tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali
bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat wali
berikutnya.
Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut:
1. Ayah kandung
2. Kakek (dari gari ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-
laki)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung



15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.®
Dari lima belas urutan diatas, bila semuanya tidak ada maka
hak perwalian pindah kepada kepala negara (sultan) yang biasa
disebut dengan wali hakim.
Pasal 23 berbunyi:

1. Wali hakim baru bisa bertindak sebgai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan

2. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan
Agama tentang wali tersebut.®

Peraturan Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2007
Peraturan Mentri Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah

menjelaskan wali dalam pernikahan pada pasal 18, yaitu:
1. Akad nikah dilakukan oleh wali wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:

a. Laki-laki

b. Beragama Islam

c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun

d. Berakal

e. Merdeka dan

f. Dapat berlaku adil .®

82 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Akademika

Presindo,2010),h.118.
8 Abdurrahman, Op.Cit.h.119.



3. Untuk melakukan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada
PPN, Penghulu, Pembantu PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

4. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon
istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi
syarat, berhalangan atau adhlal.

5. Adhlal nya wali sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ditetapkan
dengan keputusan Pengadilan.

Peraturan mentri Agama Nomor 30 tahun 2005

Peraturan Mentri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali
hakim yang pasal-pasalnya menjelaskan tentang wali, yaitu:®
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali nasab, adalah pria beragam islam yang mempunyai hubungan
darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum
Islam.

2. Wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
ditunjuk oleh mentri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi
calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

3. Penghulu,adalah pegawai negeri sipil, sebagai pegawai pencatat Nikah
yang diberi tugas , Tanggung jawab, Wewenang, dan hak secara penuh
oleh Mentri Aagama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan kepenghuluan.

8 Pperaturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departeman Agama RI Tahun 2007, h 8.

8 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali
Hakim Departeman Agama RI Tahun 2007, h .36.



Pasal 2

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia
atau di luar Negeri atau di luar wilayah teritoril Indonesia, tidak
mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak
memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhlal, maka
pernikahannya dilangsung oleh wali hakim.

2. Khusus untuk menyatakan adhlal nya wali sebgaimana tersebutpada
ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai
wanita.

Pasal 3

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah
Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakimuntuk
menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) peraturan ini.

2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, mak kepala seksi
yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untukatas nama
Mentri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut
atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalm wilayahnya.

3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka
kepala seksi yang membidangi Tugas Urusan Agama Islam atas nama

Kepala Departemen Agama Islammenunjuk pembantu Penghulu pada



kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam
wilayahnya.

Pasal 4
. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakatlslam dan Penyelnggaraan
Haji diberi wewenang untuk atas nama Metri Agama menunjuk
pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali
hakim pada perwalian Republik Indonesia diluar negeri sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
. Penunjukan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul
Perwalikan Republik Indonesia di negara tersebut.

Pasal 5
. Sebelum akad nikah dilangsunkan wali hakim meminta kembali kepada
wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun
sudah ada penetapan Pengadilan Agaman tentang Adhlal nya wali.
. Apabila wali nasabnya tetap Adhlal, maka akad nikahnya
dilangsungkan dengan wali hakim.

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
Pada Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dituliskan bahwa
pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. apabila dilangsungkan
tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka

pernikahan tersebut tidak sah.



BAB Il
PENYAJIAN DATA
A. Gambaran Umum Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat
1. Sejarah singkat Tiyuh Karta

Desa Karta didirikan pada abad ke XIII oleh Kun Tunggal 11,
yang merupakan cucu dari Putri Bulan. Desa Karta pada mulanya
bernama “Kerto=aman, Layo=rata, Bujung=tanjung, dan
Tegaguk=sejenis nama dari kayu hutan”.® Pemberian nama secara
umum didasarkan bahwa situasi di Desa Karta cukup aman, lokasinya
rata sampai ke Way Terusan. Lalu terletak dalam lingkaran sebuah
tanjung sungai Way Rarem yang penuh ditumbuhi kayu Tegaguk.

Kemudian sejak jaman penjajahan Belanda di Indonesia nama
Kerto Layo Bujung Tegaguk lama kelamaan disingkat menjadi “Karta”,
itu adalah awal mula nama dari Desa Karta yang sekarang Menjadi
Tiyuh Karta.

Sedangkan asal usul Masyarakat Tiyuh Karta, menurut garis
besarnya di bagi ke dalam dua jalur keturunan yaitu: keturunan Putri
Bulan (Buay Bulan) dan keturunan dari nenek moyang yang datang dari
pulau Jawa. Uniknya antara dua jalur keturunan tersebut telah terjadi
asimilasi yang begitu sempurna, sehingga dalam adat istiadat lampung

tidak di jumpai adanya perbedaan.

8 Nurdin Sah Rajo, Tokoh Adat Tiyuh Karta, Wawancara, Karta, 20 Maret 2017.



Sejarah pemerintahan Tiyuh Karta pada mulanya rakyat
bernaung dalam kesatuan masyarakat adat atau masyarakat kebudayaan
yang bernama Marga. Yaitu Marga Buay Bulan udik yang meliputi
Tiyuh Karta, Desa Gunung Katun Tanjung, Desa Gunung Katun Malay,
dan Desa Gedung Ratu. Sementara menurut silsilah, kebudayaan
masyarakat Tiyuh Karta sebagai budaya yang tertua dalam garis
kebudayaan Putri Bulan. Sehingga desa tersebut ditetapkan sebagai
pusat Marga Buay Bulan Udik. ¥

Sesuai dengan perkembangan pemerintahan di Indonesia,
kKhususnya di Provinsi daerah tingkat I Lampung. Sehingga pada
Tanggal 29 Januari 1972, oleh kepala daerah tingkat 1 Lampung
(Gubernur) Zainal Abidin Pagar Alam diresmikanlah Kecamatan
Tulang Bawang Udik yang ibu kotanya di Karta. Belum dapat di
ketahui secara pasti berapa jumlah sesungguhnya kepala-kepala
kampung yang pernah memerintah di Karta sejak abad ke-13. Berikut

daftar nama kepala Desa yang pernah menjabat di Tiyuh Karta.

Tabel 1
Daftar Kepala Desa Tiyuh karta
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No Nama Agama Keterangan
. Ngediko Islam Alm
' Jimat
2. Bumi Kul Islam Alm
3. Puting Ratu Islam Alm
4. Minak Susunan Islam Alm
5. Tuan Sumbahan Islam Alm
6. Tuan Rajo Islam Alm
. Raja Pasirah Islam Alm
' Alam
8. Raja alam SG Islam Alm
9. Sutan Junjungan Islam Alm
10 Nur Hasan Tn.T. Islam Masih Hidup
' Mega
11. M. Yasid MM Islam Masih Hidup
1 Syahmin Sutan Islam Masih Hidup
' Seimbang
13 Muhammad Islam Masih Hidup
' Thoib
Ratu sekurai Islam Masih Hidup
14. Sultan
Bandarajo
15 Dahser Islam Masih Hidup
' Lambung
16 Turunan Mega Islam Masih Hidup
' Sudiyanan

Sumber:Monografi Tiyuh Karta Tahun 2015




2. Kondisi Geografi dan Demografi Tiyuh Karta
a. Letak Geografis

Dijelaskan pada profil Tiyuh Karta, Tiyuh tersebut adalah
termasuk salah satu Tiyuh yang berada di wilayah Kabupaten Tulang
Bawang Barat. Desa ini kurang lebih 4 km dari Pusat Pemerintahan
Kecamatan.® Adapun letak Geografis Tiyuh Kerta sebagai berikut:
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tiyuh Gunung katun Tanjungan
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tiyuh kartaraharja
3) Sebelah Barat berbatsan dengan Tiyuh karangsari (Lampung

Utara)

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tiyuh Kagungan Ratu.

Keadaan Tanah di Tiyuh Karta berwarna coklat kehitam-
hitaman yang bersifat gembur dan subur, sehingga daerah ini sangat
cocok untuk daerah pertanian. Luas wilayah Tiyuh Karta 21,985.00
Ha, yang terbagi menjadi tanah persawahan seluas 100 Ha, tanah
ladang 4.500 Ha, dan tanah perkebunan 4.300 Ha.

Arus transportasi dari kota Bandar Lampung menuju Tiyuh
Karta sudah sangat lancar. Hal ini dapat terlihat dari jalanan yang
sudah sangat bagus dan juga di tambah dengan masyarakat yang

sudah memiliki kendaran pribadi baik roda empat ataupun roda dua.

b. Keadaan Demografis

8 Data Profil Tiyuh Karta.



Berasarkan hasil sensus penduduk tahun 2015, diketahui
jumlah penduduk Tiyuh Karta mencapai 4.246 jiwa dengan jumlah
kepala keluarga 1.700 KK.* Sebagian besar penduduk Tiyuh Karta
bersuku Lampung, namun ada juga suku jawa hal ini terlihat dari

adanya suku jawa yang sudah membaur dengan susku lampung.

Tabel 2
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa
1. Laki-laki 2.159
3. Perempuan 2.087
Jumlah 4.246

Sumber: Monografi Tiyuh Karta tahun 2015

No Usia Jumlah

1. 0-7 Tahun 119 jiwa
2. 8-12 Tahun 314 jiwa
3. 13-15 Tahun 521 jiwa
4, 16- 18 Tahun 822 Jiwa
5. 19-21 Tahun 1123 Jiwa
6. 22-56 Tahun 816 Jiwa
7. 57 Tahun keatas 531 Jiwa

Jumlah 4.246

Sumber: Monografi Tiyuh Karta tahun 2015

% Data Monografi Tiyuh Karta.



3. Keadaan penduduk Tiyuh Karta
a. Keadaan Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Tiyuh Karta sudah cukup
memadai,hal ini dapat dilihat dari sudah adanya sarana sekolah
mulai dari Paud, TK, SD, SMP dan SMP. Adapun yang masih
kurang dari sarana pendidikan adalah tidak adanya sarana
pendidikan agama seperti Pondok Pesantren dan Madrasah.

Untuk kegiatan keagamaan,seperti mengaji hanya di adakan
di masjid-masjid atau mushola dan di TPA saja. Tingkat pendidikan

masyarakat Tiyuh karta akan penulis sajikan dalam tabel berikut:*°

Tabel 3

Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. Taman Kanak-kanak 75 orang
2. Sekolah Dasar 175 orang
3. SMP/SLTA 751 orang
4. SMA/SLTA 443 orang
5. Akademi/D1-D3 120 orang
6. Sarjana/S1-S3 113 orang

Jumlah 1677 orang

Sumber:Monografi Tiyuh Karta tahun 2015.
Gambaran yang terdapat dalam tabel tersebut menunjukan

sudah cukup baik tingkat pendidikan yang ada di Tiyuh Karta.

% Data Profil Tiyuh Karta.



Walaupun dalam sarana pendidikan keagamaan masih sangat kurang
atau bahkan tidak ada, hal ini tidak membuat masyarakat Tiyuh
Karta berhenti belajar, dapat dilihat dengan banyaknya para remaja
yang memilih bersekolah diluar daerah. Dalam kegiatan keagamaan
pada masyarakat Tiyuh Karta dapat dilihat dari diadakannya
pengajian ibu-ibu setiap hari jum’at dan remaja Islam masjid yang
dibentuk oleh muda-mudi Tiyuh Karta.
. Keagamaan Masyarakat Tiyuh Karta

Masyarakat Tiyuh Karta mayoritas beragama islam. Adapun
masyarakat yang beragama non muslim jumlahnya tidak cukup
banyak dan masyarakat dapat hidup dengan Rukun, dalam
berintraksi sehari-hari juga tidak menimbulkan perselisihan.

Masyarakat Tiyuh Karta yang beragama muslim dalam
mengamalkan ajaran agamanya cukup baik, hal ini terlihat dari
sering dilakukannya acara kliwonan rutin dengan membaca yasin
dan zikir bersama, dan juga sering diadakannya maulid dengan
muda-mudi desa. Namun, dalam kegiatan keagamaan sehari-hari
seperti sholat berjamaah dimasjid hanya terisi oleh para orang tua
saja, sedangkan para muda mudi tidak ada yang mengisi masjid, hal
ini di karenakan banyak muda-mudi Tiyuh Karta yang memilih

belajar di luar seperti mondok di luar daerah.



Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No JUMLAH PEMELUK AGAMA (JIWA)
1. ISLAM 4.204 orang
2. KRISTEN 20 orang
3. KATOLIK -

4, HINDU -

5. BUDHA -

Sumber:Monografi Tiyuh Karta tahun 2015

Masyarakat Tiyuh Karta yang beragama non muslim juga
melakukan kegiatan keagamaannya dengan tekun, dan adanya rasa
saling toleransi membuat masyarakat Tiyuh Karta hidup rukun tanpa
ada masalah keagamaan yang ditimbulkan.

Adapun kegiatan keagamaan Islam antara lain pengajian ibu-
ibu yang dilaksanakan pada hari jum’at di masjid pukul 14:00 WIB
sampai dengan selesai sholat Asar berjamaah dan juga Berjanjenan
yang dilaksanakan pada malam Senin yang rutin dilakukan dalam
seminggu sekali dan bergantian di rumah-rumah masyarakat.
Sedangkan Jama’ah yasinan dilaksanakan setiap malam jum’at
secara bergiliran. Di Tiyuh Karta dalam memperingati hari-hari

besar Islam juga sering mengadakan pengajian akbar.™

%! Bapak Abdurrahman Sukari, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Tanggal 22
Maret 2017.



Tabel 5
Sarana Peribadatan di Tiyuh Karta

SARANA
NO JUMLAH KETERANGAN
PERIBADATAN

1. MASJID 6 Unit Baik (terpakai)
2. MUSHOLA 5 Unit Baik (terpakai)
3. GEREJA 1 Unit Baik (terpakai)
4. VIHARA - -

5. PURA - -

6. KAPEL - -

Sumber:Monografi Tiyuh Karta tahun 2015
4. Keadaan Ekonomi masyarakat Tiyuh Karta
Mata pencarian masyarakat Tiyuh Karta pada umumnya adalah
petani (petani karet, sawit dan singkong), wiraswasta, pegawai negeri,
dan berbagai pekerja lainnya. Jumlah masyarakat yang bukan petani ada
lebih sedikit dibandingkan dengan yang petani.
Apabila dirinci mata pencarian masyarakat Tiyuh Karta adalah
sebagai berikut:
a. Jumlah yang terbanyak adalah petani, dan petani daerah ini bagi
kedalam tiga kelompok vyaitu:
1) Petani milik, ialah mereka yang pekerjaannya petani dan memiliki

tanah garapan sendiri



2) Petani penggarap, ialah mereka yang pekerjaannya petani tetapi
tidak mempunyai tanah sendiri, melainkan menggarap tanah milik
orang lain yang hasilnya dibagi menurut perjanjian.

3) Petani buruh, ialah mereka yang pekerjaannya petani, tetapi hanya
sebagai buruh bayaran saja, tidak memiliki tanah garapan sendiri,
dan tidak menadapat bagian hasil atas pekerjaannya, ia hanya
mendapat bayaran sebagai upah menggarap saja.

. Wiraswasta, pada umumnya mereka ialah sebagai pedagang yang

memiliki toko besar didepan rumahnya, atau hanya sebagai pedang

kecil yang menjual sayuran dideapn rumahnya.

. Pegawai negeri, kebanyakan masyarakat yang bekerja sebagai

pewawai negeri adalah sebagai tenaga pendidik, pegawai pemda dan

lain sebagainya.

. Buruh tani, yaitu masyarakat yang bekerja ditempat-tempat yang

mau menampung mereka.

. Mata pencarian masyarakat Tiyuh Karta selain yang penulis sebut

diatas ada juga sebagai pensiunan, nelayan, wartawan dan sopir.



Tabel 6

Sektor Mata Pencarian Masyarakat Tiyuh karta

NO EKONOMI MASYARAKAT JUMLAH
1. SEKTOR USAHA
Pertanian 996 KK
Perkebunan 69 KK
Peternakan 43 KK
2. Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga
Montir 12 orang
Tukang Batu 10 orang
Tukang Kayu 7 orang
Tukang Sumur -
Tukang Jahit 5 orang
Tukang Kue 1 orang
Tukang Rias 1 orang
3. Sektor Industri Menengah dan Besar
Karyawan Perusahaan Besar 60 orang
4. Sektor Jasa
Pemilik usaha jasa hiburan dan 1 orang

pariwisata

Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata

Pemilik warung/ rumah makan/ restoran

TNI

2 orang




POLRI 1 orang
Dukun/Paranormal/Supranatural 2 orang
Pensiun PNS 3 orang
Pembantu Rumah Tangga 26 orang
Sopir 4 orang
Buruh Migran Perempuan -
Tidak memiliki mata pencarian Tetap 215 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta 2 orang

Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat

Aset Tanah

Memiliki tanah antara 1,00-5,00 Ha 2 orang

Aset Sarana Produks

Memiliki penggilingan padi 1 orang

Memiliki alat pengelola hasil hutan -

Aset Perumahan (menurut dinding)

Tembok 950 orang
Kayu 34 orang
Bambu (geribik) 75 orang
Aset Perumahan (menurut lantai)
Keramik 193 orang
Semen 765 orang
Tanah 154 orang

Aset Perumahan (menurut atap)




Genting 1127 orang

6. Pemilik Aset Ekonomi lainnya

Jumlah keluarga memiliki TV dan 1165 orang
Elektronik lainnya

Jumlah keluarga memiliki sepeda motor 1153 orang

dan lain sebagainya

Jumlah keluarga memiliki mobil dan 16 orang
sejenisnya
Jumlah  kelurga  memiliki  usaha 12 orang
peternakan
Jumlah kelurga yang memiliki usaha di 18 orang
pasar Tiyuh
Jumlah  kelurga  memiliki  usaha 8 orang

transpotasi/pengangkutan
Sumber: Monografi Tiyuh Karta 2015

Masyarakat Tiyuh Karta sudah memiliki perekonomian yang
dapat dikatakan cukup baik, dapat dilihat juga bahwa masyarakat
Tiyuh Karta mayoritas mata pencariannya pertanian seperti petani
karet dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial
masyarakat Tiyuh Karta juga tidak menimbulkan permasalahan
dengan yang lainnya, masyarakat Tiyuh Karta lebih mementingkan
kerukunan dengan masyarakat yang lainnya.

5. Keadaan Sosial Budaya Masayarakat Tiyuh Karta

Kegiatan sosial masyarakat yang ada di Tiyuh Karta dapat

dikategorikan pada dua bentuk yaitu:*?

a. Kegiatan sosial dengan sistem diawasi, yang meliputi:

% Data Profil Tiyuh Karta.



1) Gotong royong membuat sarana pendidikan, seperti pembuatan
Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).

2) Gotong Royong pembuatan saran ibadah.

3) Gotong royong mengadakan peringatan hari-hari besar Islam.

4) Gotong royong mengerjakan sesuatu Yyang berhubungan
dengan kepentingan bersama masyarakat atau pemerintah.

. Kegiatan sosial dengan sistem tidak diawasi, yang meliputi,

antara lain:

1) Anggota masyarakat ketika melaksanakan pernikahan beserta
rangkaian kegiatannya.

2) Anggota masyarakat ketika melaksanakan khitanan.

3) Ketika anggota masyarakat ada yang terkena musibah
kematian, kecelakaan, sakit dan musibah lainnya.

Adapun lembaga-lembaga sosial yang ada diwilayah Tiyuh

Karta, diantaranya ialah:

. Tim penggerak PKK Tiyuh Karta
. Karang taruna

. LKMD/LPM

. Posyandu

. Kelompok tani

. Organisasi perempuan

. Organisasi bapak

. RT

. RW



J. Organisasi gotong royong

Bahasa yang digunakan masyarakat Tiyuh Karta pada
umumnya menggunakan Bahasa Daerah lampung khususnya dialek
O untuk masyarakat yang bersuku lampung, dan masyarakat dengan
suku jawa menggunakan bahasa daerah jawa untuk berintraksi dalam
kehidupan sehari-hari, kecuali pada waktu tertentu seperti
pertemuan-pertemuan formal atau disekolah menggunakan Bahasa

Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman
Sukari selaku tokoh masyarakat Tiyuh Karta, beliau mengemukakan
“mengenai hal adat istiadat didaerah Tiyuh Karta untuk masalah
keagamaan menggunakan adat istiadat jawa, dan untuk adat istiadat
yang lainnya menggunakan adat istiadat lampung dan jawa”.93
B. Praktek Perwalian Akad Nikah di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat
Pada saat muda mudi sudah siap untuk melanjutkan hidup
mereka pada jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Banyak hal
yang harus diperhatikan mengenai syarat dan rukun perkawinan.
Karena syarat dan rukun perkawinan menjadi penentu sah tidaknya
suatu pernikahan. Menurut Imam Mazhab kecuali Hanafiyah

mengatakan bahwa wali adalah rukun dari suatu pernikahan.

Pernikahan yang tidak ada wali maka pernikahannya dapat dikatakan

% Bapak Abdurrahman Sukari, Tokoh Masyarakat Tiyuh Karta, Wawancara Pribadi,
Karta 22 Maret 2017.



tidak sah. Dan yang lebih berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan
adalah wali nasab atau ayah dari calon mempelai wanita.

Berbeda dengan yang terjadi di masyarakat Tiyuh Karta
Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat,
banyak wali nasab yang justru mewakilkannya kepada penghulu,
walapun tidak semua wali nasab mewakilkan kepada penghulu, akan
tetapi presentasinya lebih sedikit.

Setelah melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat dan
petugas KUA Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten
Tulang Bawang Barat, penulis mendapatkan data pernikahan dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2016. Data tersebut akan penulis sajian

sebagai berikut:

Tabel 7
Daftar orang yang menikah di Tiyuh Karta

No Tahun Jumlah
1. 2012 72 orang
2 2013 44 orang
3. 2014 29 orang
4 2015 35 orang
5. 2016 31 orang

Jumlah 211 orang

Data pernikahan KUA Tiyuh Karta.

Dari data pernikahan diatas penulis menjadikan sampel
pernikahan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 31 orang. Kemudian

penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu:



a. Wali yang menikahkan anaknya langsung dengan wali nasabnya.
b. Wali yang menikahkan anaknya dengan menggunakan wali hakim
atau taukil.
1) Wali yang Menikahkan Anaknya Langsung dengan Wali Nasab
Pada tahun 2016 telah terjadi 31 pernikahan, diantara
pernikahan tersebut terdapat 12 orang wali yang menjadi wali
langsung pada saat pelaksanaan pernikahan, dengan alasan:
a) Memahami bahwa wali nasablah yang lebih berhak untuk menjadi
wali.
b) Memiliki rasa percaya diri yang baik.
c¢) Faktor Pendidikan
setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa
wali yang menjadi wali nikah langsung terdapat 12 orang wali nikah
yang menjadi wali langsung pada saat pelaksanaan pernikahan.
(1) wali nikah yang langsung bertindak menjadi wali nasab karena
memahami wali nasab lebih berhak untuk menjadi wali nasab
Terdapat 4 orang wali nasab yang menikahkan anaknya dan
bertindak langsung sebagai wali, diantara 4 orang wali ini
adalah Bapak Sodiq yang menikahkan anaknya yang bernama
Nurul Fatimah pada tanggal 23 Oktober 2016. Pada saat
pelaksanaan akad nikah bapak Sodiqg sendiri lah yang bertindak
sebagai wali nikah.
Proses yang terjadi Sebelum pelaksanaan akad nikah

penghulu terlebih dahulu menanyakan kepada Bapak Sodiq



mengenai kesiapannya untuk menjadi wali “bagaimana Bapak
Sodiq apakah akan menjadi wali langsung atau diwakilkan?”,
bila setelah ditanya oleh penghulu Bapak Sodig menjawab”saya
merasa siap dan mampu untuk menjadi wali untuk anak saya”,
maka Bapak Sodig sendiri lah yang langsung mengucapkan
ikrar ijab kepada calon mempelai laki-laki. Bapak Sodiq tidak
mewakilkan hak kewaliannya dikarena memang Bapak Sodiq
sudah memahami dengan baik tentang pentingnya kedudukan
wali nasab dalam suatu pernikahan.*

(2) wali yang bertindak langsung sebagai wali nasab karena memiliki
rasa percaya diri yang baik

Terdapat 5 orang wali yang bertindak langsung sebagai wali
nikah karna memiliki rasa percaya diri yang baik, diantaranya
adalah Bapak Khirul Amin.

Keterangan yang penulis dapat dari Bapak Khirul Amin
yang menikahkan anaknya yang bernama Melda Novita pada
tanggal 14 April 2016, yaitu pada saat pelaksanaan akad nikah,
Bapak Khoirul Amin sendiri yang langsung bertindak sebagai
wali yang mengucapkan ikrar ijab kepada calon mempelai laki-
laki.

Proses sebelum terjadinya akad penghulu menanyakan
kepada Bapak Khoirul Amin tentang kesiapannya menjadi wali,

dan Bapak Khoirul Amin memilih tidak menyerahkan kepada
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penghulu, hal ini karena Bapak Khirul Amin merasa sudah siap
dan merasa mampu untuk bertindak menjadi wali, kemampuan
bapak Khoirul Amin berbicara formal didepan umum menjadi
salah satu alasan mengapa Bapak Khoirul Amin tidak
mewakilkan kepada penghulu. dan Bapak Khoirul Amin ini
dapat dikatakan sebagai orang yang terpandang di Tiyuh
Karta.”

(3) Wali nasab yang bertindak langsung sebagai wali nasab karena
faktor pendidikan.

Terdapat 3 orang wali yang bertindak langsung sebagai
wali nasab karna faktor pendidikan, diantara ke 3 wali tersebut
adalah Bapak Wasidi.

Bapak Wasidi yang menikahkan anaknya yang bernama
Indriana Juniarti pada tanggal 11 Agustus 2016. Keterangan
yang penulis dapat dari Bapak Wasidi bahwasannya Bapak
Wasidi sendirilah yang menjadi wali nikah pada saat
pelaksanaan akad.

Proses sebelum terjadinya akad, penghulu menanyakan
terlebih dahulu mengenai kesiapan Bapak Wasidi untuk
bertindak langsung menjadi wali nikah. Apabila setelah ditanya
Bapak Wasidi merasa siap dan mampu untuk menjadi wali nikah
sehingga hak kewalian tidak diwakilkan kepada penghulu. hal

ini karena Bapak wasidi memiliki latar belakang pendidikan
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yang baik yang membuatnya telah memahami kedudukan wali

nasab dalam pernikahan.*

2) Wali yang Mewakilkan Hak Kewaliannya Kepada Penghulu

Wali nikah yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu
lebih banyak dibandingkan dengan wali nikah yang bertindak
langsung sebagai wali pada saat pelaksanaan pernikahan. Terdapat
19 wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu, adapun
yang menjadi faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya pengetahuan mengenai ilmu Agama.

b) Tidak adanya rasa percaya diri untuk berbicara formal didepan
umum.

c¢) Faktor usia

d) Karena Wali merasa bahwa itu adalah tugas dari penghulu untuk
menjadi wali nikah dan menikahkan anaknya.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada para wali
terdapat 19 orang wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada
penghulu.

(1) wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu karna
kurangnya pengetahuan ilmu Agama.
Hasil wawancara yang penulis dapatkan terdapat 3 orang

wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu karna

% Wawancara Pribadi, Tiyuh Karta, Tanggal 23 Maret 2017.



kurangnya pengetahuan Agama. Diantara ke 3 wali tersebut
salah satunya adalah bapak Slamet.

Bapak Slamet yang menikahkan anaknya yang bernama
Siti Maysaroh pada tanggal 08 Juni 2016, pada saat pelaksanaan
akad nikah Bapak Slamet menunjuk penghulu untuk menjadi
wali bagi calon mempelai wanita.

Proses penyerahan kepada penghulu terjadi sebelum
akad dimulai dimana penghulu terlebih dahulu menanyakan
kepada Bapak Slamet mengenai kesiapannya menjadi wali
nikah, akan tetapi setelah ditanya Bapak Slamet menjawab “ku
serahkan semua urusanku kepada mu (penghulu)”. Bapak
penghulu kemudian menjawab “akan ku wakilkan kewalian
anakmu pada acara akad ini”. artinya bapak Slamet sudah
menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu. Hal ini karena
bapak Slamet kurang memahami mengenai pentingnya
kedudukan wali nasab dalam suatu pernikahan.’’

(2) wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu karna
faktor kurangnya rasa pecaya diri untuk berbicara formal
didepan umum

Dari keterangan yang penulis peroleh terdapat 5 orang
wali yang memberikan hak kewaliannya kepada penghulu,

diantara 5 orang wali tersebut adalah bapak Somadi.
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Bapak Somadi yang menikahkan anaknya yang bernama
Nurul Fatimah pada tanggal 21 November 2016, pada saat
pelaksanaan akad Bapak somadi menjadikan penghulu sebagai
wali nikah bagi calon mempelai wanita.

Proses penyerahan hak kewalian tersebut terjadi saat
penghulu menanyakan kepada Bapak Somadi mengenai
kesiapannya menjadi wali nikah, akan tetapi Bapak somadi
menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu dengan
menggunakan lafaz “ku serahkan hak kewalianku kepada mu,
untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuanku”. Dan pada
saat itu penghulu langsung menjawab “akan aku wakilkan
semua urusan pernikahan anakmu”. Pada saat itulah hak
kewaliannya berpindah kepada penghulu. Bapak somadi
memberikan hak kewaliannya karena bapak somadi merasa
kurang mampu untuk mengucapkan ikrar ijab dihadapan tamu
undangan.*®

(3) wali yang memberikan hak kewaliannya karna faktor usia

Selanjutnya adalah keterangan wali yang memberikan
hak kewaliannya kepada penghulu karna faktor usia. Terdapat 2
orang wali, diantaranya adalah bapak sartono.

Bapak Sartono yang menikahkan anaknya yang bernama
Puji Rahayu pada tanggal 10 Mei 2016, pada saat itu Bapak

sartono berusia 72 tahun. Pada saat pelaksanaan akad Bapak
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Sartono menjadikan penghulu sebagai wali nikah untuk calon
mempelai wanita.

Proses penyerahan hak kewalian kepada penghulu pada
saat itu Bapak Sartono diwakilkan anaknya yang bernama
Retno, mengatakan kepada penghulu bahwa “saya menyerahkan
segala urusan pernikahan ini sepenuhnya kepada bapak
penghulu”.dan penghulu menjawab ‘“akan ku lakukan semua
urusan pernikahan anakmu dan kewaliannya dengan baik”,
sehingga penghulu lah yang bertindak sebagai wali bagi calon
mempelai wanita. Hal ini dilakukan Bapak sartono karena
Bapak Sartono yang memang sudah tidak berusia muda lagi.”

(4) wali yang memberikan hak kewalian kepada penghulu karena
merasa itu adalah bagian dari tugas penghulu
Wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada
penghulu karna merasa itu adalah tugas penghulu lebih banyak
dibandingkan dengan faktor yang lain. Terdapat 9 orang wali
diantaranya adalah Bapak Pramono.

Bapak Pramono yang menikahkan anaknya yang
bernama Zara Nur Anggarini pada tanggal 23 September 2016.
Bapak Pramono menjadikan penghulu sebagai wali nikah untuk
calon mempelai wanita.

Proses penyerahan hak kewalian kepada penghulu terjadi

seperti  biasanya, sebelum pelaksanaan akad penghulu
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menanyakan terlebih dahulu mengenai kesiapan nya untuk
menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita. Akan tetapi
Bapak Pramono menyerahkan hak kewaliannya kepada
penghulu dengan lafaz “saya serahkan semuanya urusan
pernikahan anak saya termasuk hak kewalian kepada bapak
penghulu”. penghulu langsung menjawab “akan ku selesaikan
dengan baik urusan pernikahan anak mu dan perwaliannya”
sehingga pada saat ikrar ijab penghulu lah yang menjadi wali
nikah bagi calon mempelai wanita. Hal ini karena Bapak
Pramono merasa bahwa tugas penghulu lah untuk menjadi wali
dan menikahkan anaknya.'®

Menurut Bapak Imam selaku penghulu atau petugas dari
Kantor Urusan Agama (KUA) di Tiyuh Karta Kecamatan
Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak
Imam adalah orang yang sering menggantikan atau mewakilkan
wali nikah pada saat hari pernikahan. Beliau mengatakan bahwa
“sebenranya para wali sudah mengikuti suscatin, bahkan ada
beberapa wali yang memang sudah siap untuk menjadi wali
pada hari pernikahan, namun pada saat akad akan dilakukan
tiba-tiba para wali merasa gerogi dan menjadi tidak siap untuk
mengucapkan ikhrar ijab didepan tamu undangan walaupun
penghulu sudah menyiapkan teks untuk dibaca. Kemudian ada

juga wali yang merasa sedih dan terharu karna anak yang ia
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sayangi akan menikah dengan pria yang sudah menjadi
pilihannya, karena hal tersebutlah wali tersebut tidak dapat
menjadi wali nasab pada hari pernikahan tersebut.*™
Berdasarkan  keterangan yang penulis  peroleh
bahwasannya para wali mewakilkan hak kewaliannya kepada
penghulu karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya
wali nasab atau ayah yang menjadi wali nikah anaknya.
sehingga mereka mewakilkan kepada penghulu, seperti yang

kita ketahui bahwa tugas dari penghulu bukan hanya untuk

menjadi wali nikah dan menikahkan saja.
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BAB IV
ANALISIS DATA

A. Praktek Perwalian dalam Akad Nikah Di Tiyuh Karta Kecamatan
Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

Setelah penulis melakukan penelitian pada masyarakat Tiyuh Karta
Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada
tahun 2016 terdapat 31 pernikahan yang telah terjadi. Dari 31 pernikahan
ini terdapat 12 orang wali nasab yang bertindak langsung menjadi wali
nikah untuk calon mempelai wanita, dan terdapat 19 orang wali nikah
yang mewakilkannya kepada penghulu. dari hasil penelitian yang penulis
dapatkan presentasi wali yang mewakilkan hak perwaliannya kepada
penghulu lebih banyak dibandingkan dengan wali yang bertindak langsung
menjadi wali nikah.

Terdapat 12 orang wali yang bertindak langsung sebagai wali
ketika acara akad. Adapun yang menjadi faktor mengapa wali memilih
untuk bertindak langsung menjadi wali nikah diantaranya adalah:

1. Memahami bahwa wali nasablah yang lebih berhak untuk menjadi wali
nikah.

2. Memiliki rasa percaya diri yang baik.

3. Faktor pendidikan.

Sebelum acara akad nikah dilangsungkan, penghulu terlebih dahulu
menanyakan kepada wali tentang kesiapannya menjadi wali nikah
“bagaimana pak, apakah akan menjadi walinya langsung atau diwakilkan
kepada penghulu”. kemudian wali menjawab “saya akan bertindak

langsung sebagai walinya dan tidak mewaklkannya”. karena para wali



telah memahami mengenai kedudukan wali nasab ini sehingga wali ingin
bertindak langsung menjadi wali nikah. Dalam hal ini petugas penghulu
hanya bertindak sebagai pegawai pencatat nikah saja.

Kemudian ada 19 orang wali yang memilih mewakilkan hak
kewaliannya kepada penghulu. Adapun faktor yang menjadi dasar
mengapa wali nikah mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu,
adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan mengenai ilmu agama.

2. Tidak adanya rasa percaya diri untuk berbicara secara formal didepan
umum.

3. Faktor Usia.

4. Wali merasa bahwa itu adalah bagian dari tugas penghulu.

Tidak jauh berbeda dengan wali nikah yang bertindak langsung
sebelumnya, ketika acara akad nikah akan dilangsungkan penghulu
terlebih dahulu menanyakan mengenai kesiapan wali untuk menjadi wali
nikah untuk calon mempelai wanita yanga akan mengikrarkan ijab kepada
calon mempelai laki-laki, akan tetapi setelah ditanyai oleh penghulu para
wali ini memilih untuk mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu
dengan lafaz “kuserahkan urusan pernikahan anakku serta hak kewalianku
kepada penghulu”. kemudian penghulu menjawab “akan ku selesaikan
dengan baik urusan pernikahan anakmu dan kewaliannya”. Dengan
demikian berpindahlah hak kewalian tersebut kepada penghulu. karena
merasa bahwa penghulu lebih baik dan lebih mampu dari dirinya. Selain

itu juga hal ini dasari oleh kurangnya pengetahuan para wali mengenai



pentingnya kedudukan wali nasab. Dalam hal ini petugas penghulu

bertindak sebagai wali dan sebagai petugas pencatat nikah.

. Analisis Hukum Islam dan hukum Positif Terhadap Praktek

Perwalian dalam Pernikahan di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang

Bawang Udik Kabuoaten Tulang Bawang Barat

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perwalian dalam
Pernikahan di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hukum Islam Mengatur lebih spesifik mengenai wali nikah.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada landasan teori, wali nikah
menjadi rukun sahnya suatu pernikahan. Hanya Imam Hanafi saja yang
mengatakan bahwa wali hanya menjadi syarat bukan menjadi rukun
sahnya suatu pernikahan atau hanya menjadi penglengkap saja. Emapat
alasan Imam Hanafi tidak menjadikan wali sebagai rukun dalam
pernikahan vyaitu: Imam Hanifah berhujjah dengan menggiyaskan
bahwa wanita bebas dalam jual beli maka mereka juga bebas dengan
agad pernikahan mereka, hal ini karena tidak ada perbedaan antara akad
jual beli dan akad pernikahan., Imam Hanifah berpendapat apabila
perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon
suaminya sekufu maka pernikahannya boleh dan sah., Imam Hanifah
boleh menikahkan dirinya sedniri apabila sudah baligh, dengan catatan
menikah dengan laki-laki yang kufu., apabila wanita itu tidak
mempunyai wali dan hanya ada wali hakim, maka wali itu tidak ada hak

untuk menghalangi wanita itu untuk menikah dengan laki-laki yang

tidak sekufu dan maharnya lebih rendah sekalipun.



Terdapat 12 orang wali yang bertindak langsung dalam
pelaksanaan akad nikah, dan menurut hukum islam dal ini memang
sudah sangat dibenarkan. Melihat bahwa kedudukan wali nasab sangat
penting dalam suatu pernikahan.

Seseorang boleh mewakilkan hak nya apabila memenuhi rukun
dan syarat untuk wakalah, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Menurut kelompok Hanafiyah rukun untuk dapat melakukan wakalah
hanya ljab dan Qabul Adapun yang menjadi rukun dan syarat untuk
terpenuhinya wakalah menurut jumhur ulama adalah:

a) Orang yang mewakilkan (Al-Muwakil)

Orang yang mewakilkan atau memberi kuasa diisyaratkan

memiliki hak untuk mewakilkan pada apa yang diwakilkan.
b) Orang yang diwakilkan (Al-Wakil)

Penerima kuasapun perlu memiliki kecakapan akan suatu
aturan yang mengatur proses akad, seorang yang menerima kuasa
harus memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah yang
diberikan.

c) Sighat

Adanya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan
penerima kuasa. Isi perjanjian merupakan berupa aturan dari pemberi
kuasa, serta adanya kejelasan tentang isi perjanjian.

d) Sesuatu yang dapat diwakilkan



Sesuatu yang dapat diwakilkan ini dapat berupa pekerjaan
atau memang suatu urusan yang memang dapat diwakilkan dan
sesuatu yang harus diwakilkan ini harus jelas.

Adapun yang terjadi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang
Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, semua proses yang terjadi saat
wali menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu dan saat penghulu
menerima hak tersebut sesmua sudah sesuai dan tidak ada yang tidak
sesuai dengan syarat dan rukun wakalah.

Dari hasil pennelitian yang penulis lakukan terhadap 19 orang
wali nikah yang mewakilkan haknya kepada penghulu, proses
perwaliannya telah memenuhi syarat wakalah dalam hukum Islam,
sehingga hukum mewakilkan menjadi boleh dan pernikahannya
menjadi Syah.

. Analisis Hukum Positif Terhadap Perwalian dalam pernikahan di
Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang
Bawang Barat

Pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 psasal 6 ayat (3)
menyatakan dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan
kehendaknya maka izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup
memperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang
mampu menyatakan kehendaknya. Pada ayat (4) menyatakan Dalam hal
kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dala



garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam
keadaan dpat menyatakan kehendaknya

Pasal 6 tersebutlah yang menjadi dasar dibolehkannya
mewakilkan hak kewalian pada pernikahan. Perwalian dapat diwakilkan
apabila:

a) Wali yang akan bertindak menjadi wali non muslim sedangkan calon
mempelai wanita beragama muslim.

b) Wali  tidak ketahui keberadaannya atau tidak mungkin
menghadirkannya.

¢) Wali nya adlal atau enggan untuk menikahkan.

Dalam pasal 26 ayat (1) dijelaskan juga mengenai pernikahan
yang tidak dengan wali dapat dikatakan tidak sah, pasal tersebut
menyatakan bahwa “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai
pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah
atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan
lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.'%

Hukum positif memberikan kemudahan kepada calon mempelai
wanita yang akan menikah tetapi tidak memiliki wali nasab, di Jawa
dan Madura Mentri Agaman telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1
Tahun 1952 yang pada intinya “apabila seorang wanita ingin
melakukan pernikahan dan tidak meimiliki wali nasab, atau wali

nasabnya sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh, maka

192 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan,(Jakarta:2004),h.26.



pernikahannya dapat menggunakan wali hakim”. Dan Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan setempatlah yang dapat menjadi walinya.
Peraturan pemerintah ini sudah mentradisi di daerah lain sehingga tidak
hanya berlaku di Jawa dan Madura.

Masyakat Tiyuh Karta memberikan alasan mengapa memilih
mewakilkan kepada penghulu dikarenakan wali merasa bahwa itu
adalah bagian dari tugas penghulu. sebenarnya tugas dari penghulu
tidak hanya tentang menjadi wali dan menikahkan saja, tugas pokok
penghulu vyaitu melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan,
pengawasan pencatat nikah atau rujuk, pelayanan nikah atau rujuk,
penasehat dan konsultasi nikah atau rujuk, pemantauan pelanggaran
ketentuan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan
bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinan, serta pemantauan
dan evaluasi  kegiatan  kepenghuluan, dan  pengembangan
kepenghuluan.'®

Yang terjadi pada Masyarakat Tiyuh Karta proses
mewakilkannya tidak sedikitpun yang menyimpang dari hukum positif,
hal ini justru memberikan kemudahan bagi wali yang akan menikahkan
anaknya tetapi memiliki kendala pada wali. Hukum pernikahannya pun
menjadi Syah karna tidak bertentangan dengan hukum Islam atau

hukum Positif dan telah memenuhi syarat tang telah ditentukan.

193 petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Penghulu, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia,2008,h.5.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pada masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat dua praktek perwalian dalam
akad nikah. Yang pertama wali yang bertindak langsung sebagai wali
nikah yang menjadi alasan dasar adalah wali telah memahami mengenai
dudukan wali nasab dalam pernikahan, memiliki rasa percaya diri yang
baik, dan faktor pendidikan. Dalam hal ini penghulu hanya bertindak
sebagai petugas pencatat nikah. Yang kedua wali yang mewakilkan hak
kewaliannya kepada penghulu. dan yang menjadi faktor adalah
kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kedudukan wali, tidak
adanya rasa percaya diri yang baik dan karena wali merasa bahwa itu
adalah tugas penghulu untuk menjadi wali nikah dan menikahkan.
Dalam hal ini betugas bertindak sebagai wali dan juga sebagai petugas
pencatat nikah.

2. Hukum Islam dan Hukum Positif membolehkan wakalah atau
mewakilkan kepada orang lain, dalam hal ini adalah wakalah
pernikahan. Hal ini diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat
yang telah ditentukan. Adapun rukun dari wakalah yaitu, adanya orang
yang mewakilkan, adanya orang yang diwakilkan, sighat dan sesuatu
yang dapat diwakilkan. Salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah
adanya sighat atau sebuah akad yang menjadi dasar bahwa wali telah

menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu. Dan yang terjadi di



Tiyuh Karta saat Proses perwalian berpindah kepada penghulu telah
memenuhi rukun dan syarat dalam kedua hukum tersebut, sehingga
status pernikahanya menjadi Syah.
B. Saran
Setelah penulis melakukan pembahasan dan mengambil beberapa
kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-
saran yang diharapkan ada manfaatnya untuk semua pihak. Beberapa saran
tersebut adalah:

1. Diharapkan kepada kepala Tiyuh Karta dan Kepala KUA Tiyuh Karta
Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat
untuk dapat mensosialisasikan dengan detail kepada masyarakat Tiyuh
Karta tentang perwalian akad nikah, agar masyarakat lebih paham dan
tidak memberikan hak perwalian kepada penghulu lagi apabila tidak
ada yang menghalanginya.

2. Kepada Tokoh-tokoh Agama Tiyuh Karta hendaknya dapat membantu
untuk memberikan dakwahnya kepada masyarakat tentang wali dalam
akad nikah sesuai dengan yang terdapat didalam Al-quran dan Sunnah

Rosul yang menjadi sumber hukum Islam.
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